Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 020 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

a.

1.

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta produktivitas
aparatur, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan hari
dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan;

bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0137
Tahun 2000 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu
dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja
di Lingkungan Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 100);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM
KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

=

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah
Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari kerja SOPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
ditetapkan S (lima) hari kerja yaitu mulai Senin sampai dengan Jum’at dengan
jumlah jam kerja efektif selama 37,5 per minggu diluar istirahat.

Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh
diganggu untuk kegiatan lain diluar kedinasan.

Pasal 3

Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dimulai pada jam 08.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Senin sampai dengan Kamis:
Masuk Kerja : Jam 08.00 Wita; dan
Pulang Kerja : Jam 16.00 Wita.

b. Jum’at:
Masuk Kerja : Jam 08.00 Wita;
Istirahat :Jam 11.30 - 14.00 Wita; dan

Pulang Kerja : Jam 16.00 Wita.

Selama jam kerja para ASN diwajibkan memakai pakaian dinas lengkap dengan
atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap hari kerja seluruh ASN diwajibkan untuk mengikuti apel pagi pada
jam 08.00 Wita.



-4 -

Pasal 4

Bagi SOPD yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja, diberlakukan
pengaturan jam kerja tersendiri dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja
efektif selama 37,5 jam perminggu diluar jam istirahat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Setiap Kepala SOPD baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan
pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap
ASNdi lingkungan kerjanya masing-masing.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 0137 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Februari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 20



